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PERATURAN  DAERAH KOTA BIMA

NOMOR  14  TAHUN  2003
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN ORANG DIJALAN DENGAN KENDARAAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang

:   
a. 
bahwa pengangkutan orag dijalan dengan kendaraan Umum merupakam salah satu bentuk alat pengakutan orang di jalan yang diselenggarakan dengan menggunakan azas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbang  kepentingan umum, keterpaduan kesadaaran Hukum dan percaya pada diri ssendiri;
b. Bahwa dengan semakin berkembangnya kebutuhan pengangkutan orang dijalan denga  kendaraan umum, maka perlu ditata dan diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan angkutan orang dijalan dengan menggunakan kendaraan umum;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan poin a dan poin b dipandang perlu untuk mengatur tentang penyelenggraan pengangkutan orang dengan menggunakan kendaraan umum dengan  peraturan daerah.  

Mengingat    
:  


1.
Undang - undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)  

4. 
Undang - undang RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);

5.
Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

6. 
Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);

7. 
Undang - undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189); 

8.
Undang - undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 

9. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

10. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11.
Undang - undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

13.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

14.
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);

15.
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 11);

16.Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota  Bima Tahun 2004 Nomor 40).

Dengan  Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN ORANG DIJALAN DENGAN KENDARAAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif; 

b. Kepala Daerah adalah Walikota Bima.

c. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bima.

d. Pejabat adalah Pegawai tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

e. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, atau perseroan lainnya; 
f. Badan adalah Dadan Pengerlola Keuangan daerah 
g. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 
h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bima

i. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

j. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu.
k. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan pungut bayaran;

l. Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua)  atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah denga atau tanpa kereta samping; 

m. Angkutan penumpang umum adalah pemindahan orang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan mobil penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
n. Kartu pengawasan adalah bukti pengawas tahunan terhadap izin trayek penumpang umum yang diberikan kepada pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan umum pada satu trayek tertentu dikeluarkan oleh walikota;

o. Jaringan trayek adalah kumpulan dari  trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan orang;  

p. Izin trayek adalah izin yang diberikan kepada  pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapaa trayek tertentu;
q. Penyeledik tindak pidanan dibang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari seta mengumpulkan bukti, yang denga bukti itu mebuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta meniemukan tersangkanya. 

BAB  II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal  2

Dengan nama penyelenggaraan pengakutan orang dijalan  dengan kendaraan umum dipungut retibusi atas izin usaha dan izin trayek pengangkutan orang dijalan dengan kendaraan umum.
Pasal 3

(1) Subyek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan usaha pengangkuatan orang dengan kendaraan umum; 

(2) Wajib retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang Menurut keputusan ini diwajibkan membayar retribusi atas pemberian izin usaha dan izin trayek pengangkutan orang dijalan  kendaran umum;
(3) Obyek retribusi adalah izin usaha dan izin trayek pengangkutan orang dengan kendaraan umum yang diberikan oleh walikota.

BAB  III

WILAYAH OPERASI
Pasal 4
(1)
Wilayah operasi meliputi Daerah Kota Bima
(2)
Pengangkutan orang dengan menggunakan Kendaraan umum dilakukan denga ciri pelayanan sebagai berikut;

a. 
tidak terjadwal;

b. 
dilayani dengan kendaraan umum;

c. 
diberangkatkan dari titik pangkalan yang ditetapkan dalam izin;

d. 
tidak diperkenankan mengangkut penumpang pada jalan yang dilalui oleh angkutan Kota

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5
(1) untuk menyelenggarakan angktan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum wajib memiliki izin usaha

(2) Persyaratan izin usaha adalah:
a. memiliki Akte Pendirian perusahaan bagi pemohon dalam bentuk perusahaan dan tanda jadi diri bagi perorangan.

b. Memiliki keterangan domisili perusahaan.
Pasal  6
(1) Untuk melakukan kegiatan pengangkutan orang denga kendaraan umum wajib memiliki izin trayek;
(2) Izin Trayek diberikan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
(3) Untuk memperoleh izin trayek  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:

a. memiliki izin usaha dengan kendaran umum.

b. Memiliki dan menguasai kendaraan umum yang laik jalan dengan menunjukan  bukti berupa STNK dan BPKB.

(4) Permohonan izin trayek  diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

(5) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam tengang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;

(6) Penolakan permohonan izin tayek dfiberikan secara tertulis disertai dengan alas an penolakan.
Pasal 7
Pengusaha angkutan yang melakukan kegiatan pengangkutan orang dijalan dengan kendaraan umum diwajibkan untuk :

a. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis  pelayanan berdasarkan izin operasi yang dimiliki yaitu mengangkut 1 (satu) orang penumpang.

b. Mengoperasikan kendaraan umum yamg memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

c. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;

d. Meminta pengesahaan dari pejabat pemebri izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan atau kepemilikan kendaraan umum;

e. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang .

f. Memperkerjakan awak kendaraan yang dilengakapi dengan pakaian seragam dan menggunakan Kartu Pengenal dan SIM;

g. Membawa serta kartu pengawasan dalam melakukan operasinya.
Pasal 8

(1) Izin trayek dapat dicabut apabila :

a. Pengusahaan atau pemilik izin melanggar ketentuan dalam pasal 7

b. Tidak Mampu merawat kendaraan sehingga kendaraan tidak memenuhi persayaratan teknis dan laik jalan;

c. Perusahaan  atau pemilik izin melakukan pelanggaran operasional;

d. Memperkerjakan pengemudi yang tidak memenuhi persyaratan;

e. Pencabutan izin trayek dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3  (tiga) kali untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

(2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek selama jangka waktu 1 (satu) bulan.

(3) Jika selama pembekuan izin habis jangka waktunya tidak ada usaha perbaikan maka izin trayek akan dicabut

Pasal 9

Izin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, apabila pengusaha :

a. melakukan kegiataan yang membahayakan keamanan negara 

b. memperoleh izin trayek dengan cara tidak sah.

BAB V

JANGKA WAKTU PEMEBRLAKUAN IZIN

Pasal 10

(1) Izin usaha dan izin trayek angkutan penumpang umum dengan kendaraan umum berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi;

(2) Perpanjangan izin usaha dan izin trayek angkutan penumpang umum dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 1(satu) bulan  sebelum masa berlaaku surat izin lama;

(3) Keterlambatan perpanjangan izin usaha dan izin trayek angkutan penumpang umum dengan kendaraan umum  dikenakan denda sebesar 30% (tiga puluh Porsen) dari besarnya nilai retribusi untyuk keterlambatan paling lama 3 (tiga) bulan;

(4) Apabila dalal jangka wakti sernagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak dilaksanakan maka izin usaha dan izin trayek angkutan penumpang umum dicabut;

(5) Terhadap izin usaha dan izin trayek angkutan penumpang umum dengan kendaraan umum yang dicabut sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dapat mengajukan permohonan kembali kepada walikota dengan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dan mebayar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah ini;

(6) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin trayek angkutan penumpang umum yang dicabut sebagaiman tersebut dalam ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh walikota. 
BAB  VI

GOLONGAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Izin Trayek adalah tergolong retribusi izin tertentu

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA
Pasal 12
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan

BAB VIII

PRINSIP, SASARAN DAN PENETAPAN 

STRUKTUR  DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13
(1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan sebagai atau sama dengan biaya pemberian izin usaha dan izin trayek;

(2) Biaya dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi komponen biaya survey lapangan  dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Pasal 14
(1) besarnya retribusi izin usaha angkutan orang dijalan dengan kendaraan umum ditetapkan sebesar  Rp 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar setiap tahunnya sebesaar Rp. 30,000,- (tiga puluh ribu rupiah);
(2) Besarnya retribusi izin trayek angkutan orang dijalan dengan kendaraan umum ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua rattus lima puluh ribu rupiah) dibayar setiap tahunnya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 15
(1) Untuk kepentingan pengawasan dan ketaatan pada izin usaha dan izin trayek sebagaiman dimaksud dalam peraturan daerah Ini diberikan kartu pengawasan setiap tahunnya dengan membaayar retribusi;

(2) Besarnya retribusi atas diberikannya kartu pengawasan sebagaaiman dimaksud dalan ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

(3) Bentuk dan format kartu pengawas dan untuk masing-masing izin  trayek angkutan orang di jalan dengan menggunakan kendaraan umum;

(4) Kartu pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)  pasal ini berlaku untuk jangka wwaktu 1 (satu) tahun

BAB IX

WILAYAH, MASA RETRIBUSI DAN

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16
Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Kota Bima

Pasal 17
(1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh waliota sebagai dasar untuk menetukan besarnya retribusi terutang;
(2) Retribusi terhitung dalam masa retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemanfaatan izin usaha dan izin trayek angkutan orang dijalan dengan kendaraan umum.

Pasal 18
(1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 19
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tetap pada waktunya atau kurang membayar, dikenekan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua porsen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terhutang yang selambat – lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkanya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan 

BAB XII

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, Kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran, atau.

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi  baik langsung maupun tidak langsung.
Pasal 22

Pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa di atur dengan Peraturan Daerah.

BAB XIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 23

(1) Wajib retribusi yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan.

(2) Kriteria wajib retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur oleh Walikota.

Pasal 24

(1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang – undangan retribusi ; 

(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :

a. Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau cacatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang berhutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat ( 1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah  .

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah 

e. Apabila terjadi tindak pidana, maka untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa pembukuan, mencatat dokumen-dokumen lain terlebih dahulu mendapatkan izin Dari Ketua Pengadilan Negeri;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana Retribusi Daerah.

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meningggalkan rumah atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa idetintas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e).

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

j. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaiakan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Izin Usaha, Izin Trayek – trayek dan kartu pengawas kendaraan bermotor angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. 

B A B XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 29

(1) Tanggung jawab Teknis Operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada pada Dinas Perhubungan Daerah Kota Bima;

(2) Tanggung jawab Teknis Administrasi pelaksanaan Peraturan daerah ini berada pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap dapat orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Disahkan di Raba -  Bima
Pada tanggal 24 Desember 2003  

           WALIKOTA BIMA,

Diundangkan di Raba - Bima 
           M. NUR  A.  LATIF
Pada tanggal 24 Desember 2003  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

                  H. Usman AK 
LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2006 NOMOR 
� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���
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